BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan, antara lain:

1. Bentuk perlindungan hukum bagi tertanggung dan pihak ketiga pada
asuransi PT. Jasa Raharja (Persero), dilihat dari beberapa regulasi
diantaranya KUHPerdata, KUHD, UU Nomor 40 tahun 2014 tentang
Usaha Perasuransian, UU Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen, dan regulasi khusus yaitu UU Nomor 34 tahun 1964 Jo. PP
Nomor 18 tahun 1965, bahwa pada dasarnya hal tersebut merupakan
kewajiban dari penanggung karena adanya hak dan kewajiban dimana
pihak tertanggung telah melaksanakan kewajibanya yaitu membayar premi
maka secara otomatis pihak penanggung memiliki kewajiban untuk
memberikan ganti rugi atau santunan kepada tertanggung. Dan apabila
penanggung tidak melaksanakan kewajibannya maka sesuai dengan UU
Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, tertanggung dapat
mengajukan upaya keberatan atau pengaduan, baik ke pengadilan maupun
di luar pengadilan.

2. Proses pelaksanaan pengajuan klaim asuransi bagi korban kecelakaan
bermotor pada PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang NTB pada dasarnya
melalui beberapa tahap, yaitu dengan mengisi formulir yang telah
disiapkan, melengkapi dokumen pendukung (KTP, KK dll). Kemudian

mengisi formulir santunan kemudian difotocopy, lalu ditempel materai dan
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ditanda tangani dibagian akhir formulir. Pihak yang mengajukan santunan
akan dihubungi oleh pihak Jasa Raharja lebih kurang 3 (tiga) hari apakah
pengajuan ditolak atau diterima. Pengurus Klaim dapat menelpon ke pihak
Jasa Raharja apabila belum dihubungi dalam waktu 3 (tiga) hari.
Pengajuan akan dianggap gugur apabila pengajuan klaim melewati jangka
waktu 6 (enam) bulan terhitung dari hari terjadinya kecelakaan.
B. Saran
Saran yang dapat peneliti sampaikan terkait hasil penelitian ini adalah
sebagai berikut:

1. Diharapkan kedepannya agar PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang NTB
dapat memperbanyak melakukan sosialisasi, mengingat keberadaan dan
eksistensi dari asuransi Jasa Raharja ini masih banyak yang belum
diketahui oleh masyarakat, khususnya masyarakat awam.

2. Selain itu, pencairan dana santunan bagi korban kecelakaan bermotor,
diharapkan ada penyederhanaan dalam persyaratan dan prosedur agar lebih
fleksibel, sehingga masyarakat bisa mendapatkan pelayanan secara tepat
waktu manakala mereka sebagai tertanggung dan memerlukan dana segera

untuk biaya pengobatan dan perawatan.
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